
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAN PEMILIHAN 
 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR NOMOR  38/HK.03.1-
Kpt/1312/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN 
UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 112/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG 
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN 
WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020 
 
 

ABSTRAK : bahwa sebagai pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Nomor 48/PPU-XVII/2019, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan frasa 
Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pengawas Pemilihan 
Kabupaten/Kota;  

  Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini 
adalah : 
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten 
Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi 
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
153);Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5189);Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 
2012 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Undang-
Undang Nomor 1 T a hun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-
Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, serta Walikota  dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 
Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 
tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 
PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1511).Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 
tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan 
Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
193). 
 



   
Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat 38/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-
Kab/III/2020 ini diatur tentang perubahan dari aturan nomor 112/HK.03.1-
Kpt/1312/KPU-Kab/XI/2019, adapun Lampiran yang diubah mengatur mengenai 
: 

a. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan 
Kelompok  Penyelenggara Pemungutan Suara; 

b. Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan 
Kelompok  Penyelenggara Pemungutan Suara; 

c. Penyampaian Syarat Dukungan Pasangan Perseorangan Pendaftaran Calon 
Perseorangan. 

 

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat ini ditetapkan pada tanggal 17 
Maret 2020 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 


